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ABSTRACT
Social forestry is a forestry management mechanism that provides management space (access) to the community. The utilization of forests based on social forestry is adjusted to its function, namely production and protection, namely the provision of wood, non-wood products, and other environmental services. The application of the concept of social forestry in peat restoration is expected to increase the benefits of restoration for the community's economy and minimize environmental impacts. In addition, existing practices based on local wisdom in the community in managing peatlands without causing fires can be integrated with social forestry. The purpose of this study was to determine the institutional performance of the Mesale Village Forest and the factors that influence the Mesale Village Forest institution. The sampling technique used a non-probability sampling method that was determined intentionally (purposive sampling) for both location data and respondent samples with a sample size of 22 direct beneficiaries. This study used a quantitative descriptive method approach. After obtaining institutional administration data, group activities and institutional reporting from respondents, the data was then analyzed using the Likert Scale. The results of the study indicate that the institutional performance of the Mesale village forest is categorized as quite good, because the Malitu village community only understands the performance of forest utilization. Information provided by the assistants from the KPH, Village Head, Management and members of the Mesale LPHD stated that members only understand the planning of HD utilization and work plan programs. Every activity that has been listed in the Mesale LPHD work plan requires guidance and encouragement from various parties related to knowledge of administration and HD utilization. The main factor that influences institutional performance is the presence or absence of funding for the institution.
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ABSTRAK
Perhutanan sosial merupakan suatu mekanisme pengelolaan kehutanan yang memberikan ruang kelola (akses) kepada masyarakat. Pemanfaatan hutan berbasis perhutanan sosial disesuaikan dengan fungsinya yaitu produksi dan lindung yaitu penyediaan kayu, hasil bukan kayu, dan jasa lingkungan lainnya. Penerapan konsep perhutanan sosial dalam restorasi gambut diharapkan dapat meningkatkan manfaat restorasi bagi perekonomian masyarakat dan meminimalkan dampak lingkungan. Selain itu, praktik yang sudah ada berbasis kearifan lokal di masyarakat dalam mengelola lahan gambut tanpa menimbulkan kebakaran dapat diintegrasikan dengan perhutanan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja kelembagaan Hutan Desa Mesale dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelembagaan Hutan Desa Mesale. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling yang ditetapkan secara sengaja (purposive sampling) baik untuk data lokasi maupun sampel responden dengan jumlah sampel sebanyak 22 orang penerima manfaat langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif. Setelah diperoleh data administrasi kelembagaan, kegiatan kelompok dan pelaporan kelembagaan dari responden, data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Kinerja kelembagaan hutan desa Mesale tergolong kategori  cukup baik, dikarenakan masyarakat desa Malitu hanya memahami kinerja pada pemanfaatan hutan. Informasi yang diberikan oleh pendamping dari KPH, Kepala Desa, Pengurus dan anggota LPHD Mesale menyatakan bahwa anggota hanya memahami akan perencanaan pemanfaatan HD dan program rencana kerja. Setiap kegiatan yang sudah tercantum pada rencana kerja LPHD Mesale memerlukan pembinaan dan dorongan dari berbagai pihak terkait pengetahuan administrasi dan pemanfaatan HD. Faktor utama yang mempengaruhi kinerja kelembagaan yaitu ada tidaknya pendanaan terhadap lembaga. 
Kata kunci: Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Hutan Desa, Kinerja, Desa Malitu
PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, bahwa hutan sebagai sumberdaya alam memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, manfaat baik secara langsung, maupun manfaat tidak langsung. Manfaat langsung hutan antara lain menghasilkan kayu untuk keperluan pertukangan maupun bahan pulp dan kertas, tempat hidup satwa, dan lain-lain. Manfaat tidak langsung digunakan sebagai tempat ekowisata dan penyedia oksigen. Keberhasilan pengelolaan hutan tidak terlepas dari peranan masyarakat yang berada disekitar hutan. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan rakyat,maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak diperbolehkan mengubah fungsi utamanya (Mitchell, Setiawan, & Rahmi, 2003). Di Indonesia, konsep social forestry telah mulai diterapkan sejak tahun 1989 dalam berbagai bentuk (Abdurrachman 2003; Wulandari and Inoue 2018). Saat ini, konsep social forestry di Indonesia diterapkan dalam program pemerintah yaitu ‘Perhutanan Sosial’ yang dicetuskan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 83 tahun 2016. Tujuan pembangunan perhutanan sosial adalah meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam rangka mengelola hutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Fito, et al (2020).
Pemerintah memberikan wadah kepada masyarakat dalam pengaturan hutan secara koorperatif melalui perhutanan sosial yang di dalamnya terdapat beberapa skema berupa hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan. Tujuan pembangunan perhutanan sosial adalah meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam rangka mengelola hutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Fito, dkk(2020). Laksemi et al.(2019) bahwa P.83/Menhut-II/2016 menjadi dasar hukum pelaksanaan perhutanan sosial. Berdasarkan Peraturan tersebut, Hutan Desa (HD) merupakan salah satu skema dari perhutanan sosial. Masyarakat sekitar kawasan hutan dalam hal ini HD berperan serta dalam penyelenggaraan HD memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa (Abidin et al. 2016).
Perhutanan sosial merupakan mekanisme pengelolaan kehutanan yang memberikan ruang kelola (akses) kepada masyarakat. Pemanfaatan hutan berdasarkan perhutanan sosial disesuaikan dengan fungsinya yaitu produksi dan lindung; yaitu menyediakan produk kayu, non kayu, dan jasa lingkungan lainnya. Adopsi konsep perhutanan sosial dalam restorasi gambut diharapkan dapat meningkatkan manfaat restorasi bagi ekonomi masyarakat dan meminimal dampak lingkungan. Selain itu praktik-praktik yang telah tersedia berbasiskan kearifan lokal di masyarakat dalam mengelola lahan gambut tanpa menyebabkan kebakaran, dapat diintegrasikan dengan perhutanan sosial.(Haris dan dian 2019).
Kelembagaan memiliki peran yang penting dalam menunjang pengelolaan Hutan Desa. Pada umumnya sistem pengelolaan hutan desa menganut sistem pengelolaan mandiri. Kelembagaan bertujuan sebagai wadah ataupun tempat yang mencakup aturan, etika, dan kode etik dalam kelompok yang berfungsi untuk mengakomodir suatu kegiatan. Kelembagaan dalam prosesnya disesuaikan berdasarkan tujuan yang akan disampaikan sesuai bidang yang dituju, salah satunya kelembagaan dalam pengelolaan hutan (Noor, 2014).
Qurniati et al. (2017) menjelaskan LPHD merupakan media untuk masyarakat menjalankan sistem pengelolaan hutan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan yang dikelola. Hasil penelitian Fito Apriandana,dkk (2020) menyatakan bahwa salah satu kelemahan belum efektifnya kinerja lembaga dikarenakan pembinaan terhadap masyarakat belum efektif dilakukan terkait  peluang pemasaran hasil hutan, dan juga belum memiliki rencana kerjasama dengan mitra berbagai usahawan dalam pemasaran. Penelitian (Triambodo dan Damanik, 2015) mengungkapkan keberadaan kelembagaan dapat berperan sebagai wadah sekaligus penggerak dalam memfasilitasi dan mengembangkan  partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang.
LPHD Mesale telah dibentuk  sejak tahun 2022 berdasarakan Surat  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10256/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022 yang berada pada Kawasan hutan produksi tetap dengan luas 1.131 Ha. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sintuwu Maroso memfasilitasi Hutan Desa Mesale. Hutan Desa hadir untuk mensejahterakan Desa,  Keberhasilan pengelolaan Hutan Desa Mesale tidak lepas dari Kinerja Pemerintah dan Masyarakat  Desa. Penilaian atau evaluasi mengenai kondisi pengelolaan Hutan Desa Mesale dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perubahan, baik dari segi kelembagaan, kondisi dan tutupan lahan serta sosial masyarakat di sekitar hutan. Namun demikian, apakah perhutanan sosial benar-benar berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan berjalan dengan baik, maka dari itu perlu dilakukan penelitian terkait kinerja kelembagaam Hutan Desa pada skema Perhutanan Sosial.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini di laksanakan selama 3 bulan mulai dari  April sampai Juni tempat pelaksanaan penelitian di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten poso.  
[image: ]
           Gambar 1. Peta Lokasi LPHD

Alat Dan Bahan
Alat yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Kamera untuk dokumentasi penelitian
2. Leptop untuk mengelolah data 
3. Alat tulis untuk mencatat data penelitian
Bahan yang digunakan pada penellitian ini adalah kuesioner sebagai instrument untuk mengumpulkan data di lapangan.
Sumber Data
Data yang di kumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer di peroleh dengan cara melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan pedoman kuesioner di lapangan. Data primer dan data skunder merupakan data utama yang dikumpulkan pada penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner dan observasi.
Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode non prpbability sampling yang ditentukan secara sengaja (purposive sampling) baik untuk data lokasi maupun sampel responden. Teknik ini dapat diartikan sebagai suatu Teknik pengambilan sampel berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel variabel-variabel berdasarkan sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapakan. (Ernanda, D., & Sugiyono, S., 2017).
Dalam hal ini, sampel responden penelitian yang diambil menggunakan  metode non probability sampling  dengan teknik secara sengaja (purposive sampling), yaitu: 
a. KPH Sintuwu Maroso
b. Kepala Desa
c. Ketua LPHD Mesale
d. Bendahara LPHD Mesale
e. Anggota kelompok LPHD Mesale
Sampel sebanyak dua puluh dua (22) orang ini ditetapkan sebagai responden yang akan di wawancara menggunakan pertanyaan kuesioner yang telah di siapkan, lalu dilihat jawaban reponden yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Hal ini didasari oleh teknik purposive sampling yang mengharuskan peneliti untuk mencermati tujuan penelitian dan karakteristik sampel dalam proses penetapannya ( Ernanda, D., & Sugiyono, S., 2017).

Kriteria Indikator Penilaian

Kinerja kelembagaan Hutan Desa dapat di nilai berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari.

Tabel 1.  aspek penilaian berdasarkan kriteria pengelola Hutan Desa (HD).
	No
	Kriteria/Indikator
	Skor
	Keterangan

	I.
	Administrasi dan Kelembagaan (20%)
	
	

	1.
	Organisasi dan Susunan Pengurus :
	
	

	
	a. Ada organisasi, susunan pengurus dan
pembagian tugas yang jelas
	3
	

	
	b. Ada organisasi, susunan pengurus dan tidak ada pembagian tugas yang jelas
	2
	

	
	c. Hanya ada susunan pengurus
	1
	

	2.
	Penetapan PPHD (Persetujuan Pengelolaan HD)
	
	

	
	a. Telah ditetapkan Menteri LHK
	3
	

	
	b. Dalam proses penetapan MLHK
	2
	Lampirkan SK

	
	c. Belum
	1
	

	3.
	Memiliki catatan administrasi kelompok (keuangan, Notulen pertemuan, barang, surat keluar masuk)
	
	

	
	a. Lengkap (ada 4 dari 4 unsur)
	3
	

	
	b. Sedang (ada 3 dari 4 unsur)
	2
	

	
	c. Kurang (ada 2 dari 4 unsur)
	1
	

	4.
	Adanya Norma/aturan tertulis yang berkaitan dengan kelompok dan perlindungan kawasan
	
	

	
	a. > 5 norma
	3
	

	
	b. 2 - 5 norma
	2
	Lampirkan SK

	
	c. < 2 norma
	1
	

	
	JUMLAH I.
	
	

	II.
	Aktivitas Kelompok (60%)
	
	

	1.
	Jumlah pengelola HD yang mengikuti pelatihan
	
	

	
	a. > 5 orang
	3
	

	
	b. 2 – 5 orang
	2
	

	
	c. < 2 orang
	1
	

	2.
	Rencana pengembangan usaha HHBK dalam pengelolaan HD ;
	
	

	
	a. > 5 rencana usaha
	3
	

	
	b. 3 – 5 rencana usaha
	2
	

	
	c. < 3 rencana usaha
	1
	

	3.
	Kegiatan-kegiatan pengembangan HHBK yang berjalan/ menambah penghasilan :
	
	

	
	a. > 5 kegiatan
	3
	

	
	b. 3 – 5 kegiatan
	2
	Sebutkan :

	
	c. < 3 kegiatan
	1
	

	4.
	Kegiatan rehabilitas yang telah dilaksanakan :
	
	

	
	a. vegetative dan bangunan konservasi tanah air
	3
	Sebutkan :

	
	b. Vegetatif tanamn MPTs berkayu (durian, kemiri dll) 
	2
	

	
	c. Vegetatif tanaman MPTs tidak berkayu (kopi, cokelat)
	1
	

	5.
	Kemitraan usaha :
	
	

	
	a. Telah memiliki koperasi yang memasarkan HHBK
	3
	

	
	b. Telah memiliki koperasi namun belum memasarkan HHBK
	2
	

	
	c. Belum memiliki koperasi
	1
	

	6.
	Pertemuan rutin pengelola HD
	
	

	
	a. > 1 kali dalam sebulan
	3
	Sebutkan :

	
	b. < 1 kali dalam sebulan
	2
	

	
	c. Tidak rutin
	1
	

	
	JUMLAH II.
	
	

	III.
	Pelaporan (20%)
	
	

	1.
	Penyampaian laporan
	
	

	
	a. Tidak lengkap
	3
	Copy dokumen

	
	b. Tepat waktu tapi tidak lengkap
	2
	

	
	c. Tidak tepat waktu dan tidak lengkap
	1
	

	2.
	Dokumentasi kegiatan
	
	

	
	a. Ada dokumen foto mulai persiapan sd kegiatan distribusi
	3
	

	
	b. Ada dokumen foto mulai persiapan, tapi tidak ada foto distribusi 
	2
	Sebutkan :

	
	c. Ada dokumen foto mulai persiapan sd kegiatan distribusi tapi tidak lengkap
	1
	



II. Rekapitulasi nilai
	NO
	KRITERIA PENILAIAN
	MAKSIMAL SKOR
	JUMLAH SKOR
	BOBOT (%)
	NILAI

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Administrasi dan kelembagaan
	12
	
	20
	

	II
	Aktivitas kelompok
	18
	
	60
	

	III
	Pelaporan
	6
	
	20
	

	
	Total nilai :
	36
	
	100
	


Rumus Menghitung Nilai:
[bookmark: _Hlk170371727]Jumlah Skor X Bobot (%) = Nilai 
	Maksimal Skor

Analisis Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode kuantitatif merupakan metode yang data penelitiannya berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif digunakan untuk menjawab tujuan pertama. Setelah mendapatkan data administrasi kelembagaan, aktivitas kelompok dan pelaporan kelembagaan dari responden, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan Skala Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Penggunaan skala likert pada penelitian ini untuk mengukur hasil data wawancara terkait administrasi, aktivitas dan pelaporan kelembagaan LPHD. Skor interval yang digunakan untuk menentukan kelas kerja Hutan Desa dengan kategori sangat bagus memiliki skor interval 80 sampai 100, kategori kinerja bagus dengan skor 60 sampai 80, kategori kelas kinerja cukup memiliki skore interval 40 sampai 60 sedangkan kategori kelas kinerja kurang memiliki skor kinerja interval 0 sampai 40 (Boyke Wijaya, 2021). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Kelembagaan 
Kelembagaan disebut juga sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antar anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan yang ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat beberapa norma, kode etik, aturan formal maupun informal untuk mengendalikan perilaku sosial serta insentif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan Bersama (Fauzi., 2012). 


Gambar 2. Kriteria Penilaian
Kinerja kelembgaan Hutan Desa Mesale memiliki keaktifan kelembagaan pada bagian aktivitas kelompok. Hasil olah data pada kriteria ini berdasarkan dari hasil wawancara terhadap semua responden. Untuk pertanyaan terkait aktivitas kelompok, semua responden memberikan jawaban yang berbeda-beda sehingga memperoleh presentase sejumlah 46,50%. Informasi yang diberikan oleh pendamping dari KPH, Kepala Desa, Pengurus dan anggota LPHD Mesale menyatakan bahwa anggota hanya memahami akan perencanaan pemanfaatan HD dan program rencana kerja. Setiap kegiatan yang sudah tercantum pada rencana kerja LPHD Mesale memerlukan pembinaan dan dorongan dari berbagai pihak terkait pengetahuan administrasi dan pemanfaatan HD. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan berupa tugas dan fungsi maupun perencanaan pemanfaatan HD Mesale karena kriteria ini masih berada pada penilaian kategori cukup (40-60%), LPHD Mesale tergolong cukup aktif dikarenakan pengurus dan anggota hanya memahami bagian aktivitas kelompok dan tidak memperhatikan bagian administrasi dan juga pelaporan. Dibutuhkan sosialisasi dari instansi untuk membuka wawasan LPHD Mesale dalam pengelolaan LPHD agar bertambah pengetahuan tentang pemanfatahan dan pengelolaan HHBK di HD Mesale. 
Administrasi Kelembagaan
Hamali, 2019 mengatakan bahwa “Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan dalam  memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain”. Berdasarkan hasil wawancara responden diketahui bahwa LPHD Mesale telah memiliki organisasi dan susunan pengurus. Hal ini memang  cukup beralasan karena salah satu  persyaratan pengusulan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa adalah dengan  melampirkan susunan pengurus LPHD sesuai  dengan Pasal 19 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 83/2016 yang menyebutkan bahwa permohonan PPHD harus diajukan oleh kelompok masyarakat, gabungan kelompok masyarakat, atau koperasi yang dilampirkan susunan pengurus. Perlu diingat bahwa semua yang mengintervensi usaha tani tersebut pada dasarnya adalah lembaga.
Kelembagaan LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) memberikan berbagai manfaat signifikan bagi desa, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. LPHD membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan hasil hutan secara produktif, seperti ekowisata atau hasil hutan non-kayu, yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Selain itu, kelembagaan ini juga berperan dalam pelestarian lingkungan, mengurangi kerusakan hutan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, LPHD memperkuat identitas budaya, menyelesaikan potensi konflik, dan meningkatkan keamanan hutan dari kegiatan ilegal, menjadikannya sebagai model pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 
Pembagian tugas yang jelas merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Setiap organisasi atau kelompok yang terbentuk harus memiliki struktur kelompok yang jelas, agar terdapat pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan kegiatannya (Makawekes et al, 2016). Sementara itu menurut (Tuyuwale dalam Makawekes,N., 2016) salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika kelompok adalah tidak adanya efektivitas  dalam menjalankan fungsi tugas dalam mencapai tujuan. Hal ini juga dikemukan oleh penelitian yenny (2022) bahwa semakin dinamis kelompok akan berpengaruh pada tingkat kapasitas kelembagaan kelompok. Pembagian tugas mutlak dilakukan dalam organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan tugasnya sesuai tupoksi yang dimiliki.
Menurut Ordway Tead dalam (Hamali, 2019) mengatakan bahwa “Pengertian administrasi adalah kegiatan-kegiatan individu (eksekutif) dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan fasilitas usaha kerja sama sekelompok individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan. Pada penelitian ini, penilaian aspek catatan administrasi dikatakan lengkap apabila memiliki 4 dari 4 unsur catatan administrasi yaitu buku kas, buku daftar anggota, buku tamu dan buku inventaris. Hasil wawancara responden administrasi LPHD Mesale masih tergolong kurang dikarenakan dari keempat aspek penilaian administrasi yang dijalankan sampai saat ini hanya buku kunjungan tamu yang dijalankan. Kurangnya pemahaman (LPHD) dalam menjalankan administrasi kelembagaan dapat menghambat efektivitas operasional lembaga tersebut. Administrasi kelembagaan yang tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antar pengurus, serta kesulitan dalam pengelolaan sumber daya dan pengawasan kinerja. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai struktur organisasi, prosedur administrasi, dan sistem pelaporan yang jelas, proses pengambilan keputusan dalam LPHD menjadi terhambat dan tidak efisien. Hal ini juga dapat menimbulkan masalah dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan dana yang dapat merugikan lembaga itu sendiri dan masyarakat yang diharapkan mendapatkan manfaat dari program-program yang dijalankan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang tata kelola administrasi kelembagaan sangat penting untuk menciptakan LPHD yang profesional, transparan, dan efektif dalam melaksanakan tugasnya.
Menurut hasil wawancara terhadap para responden pada kawasan LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa), tidak terdapat norma atau aturan yang tertulis yang mengatur tentang pengelolaan kawasan dan perlindungan terhadap lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, perlindungan tersebut hanya diberi penekanan melalui papan nama peringatan yang dipasang di pintu masuk kawasan. Papan tersebut berfungsi sebagai pemberitahuan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan mematuhi aturan yang ada, meskipun tidak ada pengawasan atau penegakan hukum yang lebih ketat di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kelestarian kawasan, namun dengan keterbatasan dalam penerapan norma secara lebih menyeluruh. Perlindungan terhadap kawasan tersebut umumnya hanya diberlakukan melalui pemasangan papan nama peringatan di pintu masuk, yang berfungsi sebagai pemberitahuan bagi masyarakat atau pengunjung untuk mematuhi aturan yang ada. Meskipun demikian, bagi LPHD, adanya aturan tertulis dan tanda peringatan tersebut memiliki manfaat penting dalam menjaga kelestarian hutan, meminimalkan kerusakan lingkungan, dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, aturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi kelompok pengelola hutan dalam mempertahankan hak mereka atas kawasan yang dikelola, serta mendukung upaya konservasi yang lebih efektif.

 Semua responden memberikan jawaban yang berbeda-beda sehingga memperoleh presentase sejumlah 44,75%. Berdasarkan analisis yang dilakukan kriteria ini tergolong pada kategori cukup karena memperoleh nilai presentase nilai (40-60), administrasi kelembagaan  LPHD Mesale dikatakan cukup dikarenakan hanya mempunyai buku notulen pertemuan yang dijadikan sebagai pelaporan akhir kepada pendamping, masyarakat hutan desa Mesale lebih memahami akan pemanfaatan hasil hutan dibandingkan kelengkapan administrasi kelembagaan, maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pengurus akan pentingnya administrasi untuk bisa menjalankan roda organisasi dengan baik.
1. 
2. 
3. 
3.1. 
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Aktivitas Kelompok
LPHD merupakan media untuk masyarakat menjalankan sistem pengelolaan hutan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan yang dikelola. Keradaan LPHD sangat penting bagi masyarakat dalam rangka menjaga kestabilan fungsi hutan yang dikelola dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan. Usaha agroforestri menjadi salah satu indikator kinerja LPHD dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Qurniati et al. 2017). Pengembangan kapasitas kelembagaan yang diusahakan LPHD Mesale berupa pelatihan yang ditujukan kepada anggota. pelatihan dapat memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengembangkan karier dan memperluas jaringan profesional, membuka peluang bagi mereka untuk mencapai posisi yang lebih tinggi atau bahkan terlibat dalam proyek-proyek lebih besar. Tidak kalah pentingnya, pelatihan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, karena anggota merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk terus berkembang. Terakhir, pelatihan juga membantu anggota LPHD untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti perkembangan teknologi dan dinamika sosial-politik, sehingga mereka dapat tetap relevan dan berkontribusi secara optimal. Dengan semua manfaat ini, pelatihan menjadi investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam LPHD. Jumlah anggota LPHD yang telah mengikuti pelatihan tergolong dalam kategori bagus, hasil wawancara semua responden mengatakan bahwa anggota LPHD hampir 95% telah mengikuti pelatihan, Pelatihan yang diikuti biasanya dari program pemerintah atau LSM Sikola Mombine. 
Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) LPHD Mesale telah di bentuk pada tanggal 23 Juni 2023 bertempat di kantor Desa Malitu, LPHD Mesale telah mengembangkan usaha kurang lebih 3 rencana kegiatan usaha yang telah dijalankan seperti KUPS gula semut dan gula batok yang diberi nama KUPS Lestari, KUPS kerajinan bambu dan nibong yang diberikan nama KUPS Fargesia dan menurut respon pengurus dan anggota akan ada tambahan jenis usaha yaitu KUPS rotan. Atau sebutan nama di SK KUPS Madago Raya, Semua jenis usaha LPHD Mesale telah dijadikan masyarakat setempat sebagai mata pencarian utama. Pengembangan Kelompok usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) menjadi salah satu alternatif utama yang banyak dicari oleh masyarakat, terutama di daerah yang memiliki potensi hutan yang melimpah. Tidak hanya memberikan peluang ekonomi yang menguntungkan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, usaha HHBK berperan penting dalam konservasi lingkungan karena dapat mengurangi tekanan terhadap pemanfaatan hutan yang berlebihan, dengan memberikan nilai tambah pada produk hutan yang ramah lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, usaha HHBK dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara lebih bijaksana dan berkelanjutan. 
Penilaian aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi dinilai dari apakah sudah dilakukan penanaman dan membangun bangunan konservasi tanah dan air. Bangunan yang dimaksud berupa menara api, pos pantau dan embung. LPHD Mesale belum melakukan rehabilitasi penanaman dan membangun bangunan konservasi tanah dan air, dikarenakan rata rata vegetasi tanaman tidak berkayu yang tumbuh di Kawasan. Belum dilakukannya kegiatan rehabilitasi dalam kawasan LPHD (Lahan Pengelolaan Hutan Desa) disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan sumber daya dan pendanaan yang tersedia, serta kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Selain itu, tantangan dalam pengelolaan kawasan yang masih memiliki masalah terkait peraturan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi hutan juga menjadi hambatan. Faktor teknis seperti identifikasi area yang perlu direhabilitasi dan pemilihan metode yang sesuai dengan kondisi lokal juga mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan kegiatan tersebut. Manfaat dilakukannya kegiatan rehabilitasi dalam kawasan LPHD (Lahan Pengelolaan Hutan Desa) sangat signifikan, baik bagi lingkungan maupun masyarakat setempat. Rehabilitasi hutan dapat mengembalikan fungsi ekosistem, seperti peningkatan kualitas tanah, pemulihan sumber air, serta meningkatkan keanekaragaman hayati yang mendukung keseimbangan alam. Bagi masyarakat, kegiatan ini membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti hasil hutan non-kayu atau ekowisata. Selain itu, rehabilitasi juga dapat memperkuat ketahanan bencana, mengurangi erosi, dan meningkatkan cadangan karbon, yang pada gilirannya berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, rehabilitasi di kawasan LPHD tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi bagi komunitas desa.
LPHD Mesale belum memliki koperasi tetapi telah bekerjasama dengan  mitra. Koperasi memiliki peran yang sangat penting bagi lembaga seperti LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa), terutama dalam konteks memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun LPHD belum memiliki koperasi, kerjasama dengan mitra-mitra yang relevan dapat memberikan manfaat besar dalam hal akses ke modal, pemasaran produk, dan pelatihan manajerial. Koperasi dapat menjadi wadah yang efektif untuk mengorganisir anggotanya, mengelola sumber daya secara kolektif, serta memperkuat daya tawar dalam menghadapi pasar. Melalui koperasi, LPHD bisa meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sekaligus menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat desa.  
Pertemuan yang rutin sangat penting bagi lembaga karena dapat memperkuat komunikasi antar anggota, meningkatkan koordinasi, dan memastikan bahwa setiap tujuan serta rencana kerja dapat terlaksana dengan baik. Melalui pertemuan berkala, lembaga dapat mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai, mengidentifikasi masalah yang muncul, serta mencari solusi secara bersama-sama. Selain itu, pertemuan rutin juga menciptakan kesempatan bagi anggota untuk berbagi informasi dan ide, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi lembaga secara keseluruhan.Dari data yang diperoleh dilapangan, LPHD Mesale telah melakukan pertemuan rutin hanya 1 kali dalam 1 bulan. Pertemuan ini membahas bagaimana kemajuan kelompok tani yang dibina. Presentase penilaian yang didapatkan pada kriteria aktivitas kelompok diperoleh sejumlah 46,50%, dan tergolong kedalam kriteria cukup baik.
Pelaporan
Salah satu  kendala yang sering dijumpai dalam  administrasi pelaporan dan evaluasi adalah akurasi data, kendala ini bisa mengakibatkan keputusan yang tidak tepat dan menghambat efektivitas proses evaluasi (Jabbar, S.A., & Sharif, N. 2021). Hasil wawancara responden mengatakan bahwa pelaporan dan dokumentasi LPHD masih sangat kurang dan sering terlambat dikarenakan pemahaman pengurus tentang administrasi masih lemah, bisa lemahnya dikarenakan tidak ada keterampilan atau pelatihan yang cukup untuk mengelola pelaporan administrasi dan kurangnya pengawasan atau evaluasi dari pendamping sehingga kelembagaan tidak meyadari atau memperbaiki kelemahan dalam pelaporan administrasi. Pelaporan yang tidak tepat waktu dan tidak lengkap dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif, menyebabkan ketidakjelasan dalam pemantauan perkembangan, dan menurunkan akurasi informasi yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Ketidakpatuhan terhadap jadwal pelaporan serta kurangnya detail dalam laporan akan mempersulit pihak yang berkepentingan dalam memahami situasi terkini, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dalam tindakan yang diambil. 
Dokumentasi kegiatan yang tidak lengkap, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan distribusi, dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan evaluasi dan audit atas keseluruhan proses. Ketidakterperinciannya informasi pada setiap tahap kegiatan menghambat transparansi, mempersulit identifikasi kendala yang muncul, serta mengurangi akurasi dalam pelaporan dan perencanaan untuk kegiatan serupa di masa depan. Untuk memastikan lembaga tetap berjalan dengan baik meskipun dokumentasi kegiatan mulai dari persiapan hingga distribusi tidak lengkap, solusi yang dapat diterapkan adalah dengan segera melakukan perbaikan sistem dokumentasi yang lebih terstruktur dan sistematis. 
Hal ini meliputi pembuatan prosedur baku dalam pencatatan setiap tahap kegiatan, pelatihan bagi seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan mereka memahami pentingnya dokumentasi yang lengkap dan akurat, serta penggunaan teknologi atau sistem manajemen yang dapat mempermudah pencatatan dan penyimpanan data secara digital. Selain itu, evaluasi berkala terhadap proses dokumentasi dan implementasi kontrol internal yang lebih ketat juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan yang ada, sehingga proses operasional dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Penelitian pada kriteria pelaporan memperoleh nilai presentase 36,50%, sehingga tergolong kedalam kriteria kurang (0-40). 
Faktor yang mempengaruhi kelembagaan LPHD Mesale
Faktor utama yang terdapat pada LPHD Mesale tidak ada pendanaan terhadap LPHD Mesale Pemerintah desa selaku pihak yang menerbitkan SK pembentukan pengurus dan anggota LPHD Mesale tidak dapat mengalokasikan dana desa dari APBDes untuk dikelola LPHD Mesale sebab alokasi dana desa sudah ditetapkan.  Masalah pendanaan ini perlu dikomunikasikan dengan instansi terkait melalui peran pendampingan perhutanan sosial LPHD Mesale untuk dapat menyukseskan program kerja LPHD Mesale. 
Kerja sama antara LPHD, masyarakat sekitar hutan, instansi yang terkait, dan pendamping lapangan terkait peningkatan pendanaan akan membantu program program yang direncanakan berjalan dengan. Melalui pendamping, pengelola hutan desa akan dengan mudah memperoleh akses terhadap stekholder terkait optimalisasi program kerja sebagai solusi permasalahan (Maiwa, et al, 2023).
[bookmark: _GoBack]KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  disimpulkan  bahwa  Kinerja kelembagaan hutan desa Mesale tergolong kategori  cukup baik, dikarenakan masyarakat desa Malitu hanya memahami kinerja pada pemanfaatan hutan. Informasi yang diberikan oleh pendamping dari KPH, Kepala Desa, Pengurus dan anggota LPHD Mesale menyatakan bahwa anggota hanya memahami akan perencanaan pemanfaatan HD dan program rencana kerja. Setiap kegiatan yang sudah tercantum pada rencana kerja LPHD Mesale memerlukan pembinaan dan dorongan dari berbagai pihak terkait pengetahuan administrasi dan pemanfaatan HD. Faktor utama yang mempengaruhi kinerja kelembagaan yaitu ada tidaknya pendanaan terhadap lembaga. 
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